
SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK TNDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 27 TAHVN 2OO9

TENTANG

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG

BERLAKU PADA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: a. bahwa dengan adanya penyesuaian jenis dan tarif atas jenis
Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan
Pcngawas Tenaga Nuklir yang telah diatur dalam peraturarr
Pemerintah Nomor 134 Tahun 2000 tentang Tarif atas .lenis
Penerimaan Negara Bukan Pajalr yang Berlalcu pada Badan
Pengawas Tenaga Nuklir sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2001 tentang
Perubahan atas Peraturan Pernerintah Nomor l?,4 Tahun
2000 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan
Pajak yang Berlakr: pada Badan Pengawas Tenaga Nuktir,
perlu mengatur kembali jenis dan tarif atas jenis
Penerimaan Negara Bukan Pajak -vang berlaku paCa Badan
Pengawas Tenaga Nuklir;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana riimakstrd
dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan pasal 2
ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 3 ayat (2) Undang-Unclang
Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bulcan
Pajak, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tcntang
Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan pajak
yang Berlaku pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir;

Mengingat : 1 Pasai 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara p.epublik
Indonesia Tahun 1945;

undang-Undang Nomor 20 Tahun L99T tentang penerinraan
Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Repubiik lndonesia
Tahun L997 Nomor 43, Tambahan Lembararr Negara
Republik lndonesia Nomor 3687);
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3. Peraturan ...
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3' Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun lggT tentang Jenis
dan Penyetoran penerimaan Negara Bukan pajak (t eribaran
Negara Republik Indonesia Tahun rggz Nomor .sr,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3694) . sebagaimana telah diubah dengan peraturan

Pemerintah Nomor s2 Tahun 199g (Leribaran Negara
Republik Indonesia Tahun 199g Nomor gs, Tambalan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3760);

MEMUTUSKAN:

MCNCTAPKAN: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS
JENIS PENERIMAAN NEGARA BUIGN PAJAK YANG BERI.AKU
PADA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR.

;,IiE.'JIDEN
l:l E Pr.tt:lr. tii tr.JDoNE stA

-2-

Pasal 1

(1) Jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada
Badan pengawas Tenaga Nuklir *.iiprii penerimaan dari
pelayanan:

a. perizinan, yang meliputi perizinan:

1. pemanfaatan sumber radiasi pengion dan bahan
nuklir; dan

2. pembangunan, pengoperasian, dan dekonrisroning
instalasi nuklir;

b. penerbitan ketetapan yang terkait dengan perizinan
sebagaimana dimaksud dalam h,iuf a dan
keselamatan pengangkutan zat rad,ioaktif;

c' penyelenggaraan ujian bagi personil yang akan bekerja
sebagai petugas tertentu- pada insialasi ntrklir dan
instalasi yang memanfaatkin sumber radiasi p.rrgio,
untuk memperoleh Surat Izin Bekerja; dan

d. penyelenggal?an pelatiharr penyegaran bagi petugas
proreksi radiasi ylrg \|<ena 

- pua. instiiasi d;;
memanfaatkan sumber radiasi pengion.

(2) Tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat tit Jit"t.pk"r, daram
Lampiran peraturan pemeiintah ini.

,l

Pasal 2 ..,
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Pasal 2

Pasal 3

(1) Tarif atas jenis pelayanan tertentu
transportasi dan akomodasi.

Jenis penerimaan negara bukan pajak sehagairnana din:aksud dalam
Pasal 1 mempunyai tarif dalam satuan rupiah.

(21 Jenis pelayanan tertentu sebagaimaua dimaksud pada ayat (1)

meliputi:

a. perizinan:

1. pemanfaatan sumber radiasi pengion dan baha, nuk_u.r
yang terdiri atas:

a) pemanfaatan sumber radiasi pengion kerornpok .A

tertentu yang meliputi permohonan izin:

1) impor dan pengalihan zat radioaktif dan/atau
pembangkit radiasi pengion untuk keperluan
medik;

2) pengalihan zat radioaktif dan/atau pembangkit
radiasi pengion untuk keperluan medik;

3) pengalihan zat r.adioaktif dan/atau pembangkit
radiasi pengion untuk keperluan selain meclik:

4) produksi pembangkit radiasi. pengion;

5) prodrrksi barang konsumen yhng rrrengandung
zat radioaktif;

6) penggunaan dan/atau penelitian dan
pengembangan dalam radiolo[i diagnostik dan
intervensional dengan mengg-unakin pesawat
sinar-X mobile yang ditempaikan dalai m.obile
station;

7) penggunaan dan/atau pencritian cia.n
pengembangan dalam radiologi diagnostik clan
intervensiorral Cengan mengfunakin pesawat
sinar-X mamografi yang aiiernpatkan' J^t.r,
mobile statioz;

g) operasi fasilitas radioterapi 1,ang menggunakan:

(a) teleterapi Co-60;

tidak termasuk biaya

(b) lajrr
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11)

16) penutupan iradiator
radioaktif ter.bungkus ;

laju dosis tinggi (high dose rate);

akselerator lincar (linear accelerator);
dan

(d) sinar-X orthouoltage;

operasi fasilitas katibrasi;

operasi radiografi industri fasilitas terttrt,p
dengan menggunakan peralatan:

(a) gamma;

(b) sinar-X;

(c) akselerator linear (linear accelerator); dan

(d) betatron;

operasi fotofluorografi dengan zat radioaktil
aktivitas tinggi atau pernbangicit radiesi
pengion dengan energi tinggi;

operasi iradiator kategori II dan III dengan zat
radioaktif terburrgkus ;

operasi iradiator kategori iI ciengan pembangkit
radiasi pengion;

konstruksi iradiator kategori IV clengan zat
radioaktif terbungkus ;

operasi iradiator kategori IV dengan zat
radioaktif terbungkus ;

(b)

(c)

e)

10)

r2)

13)

14)

is)

L7t,

18)

1e)

20)

2Ll
22],

23],

24l.

kategori IV dengan zat

operasi kedokteran nuklir d.iagnostik in vivo
dan penelitian rnedik klinik dengan teknologi
PET /Positron Emissicn Tomography );
penutupan kedokteran nuklir diagnostik in vivo
dan penelitian medik klinik dengan teknologi
PET /Posr tron Emission Tomog rapiy );
operasi kedokteran nuklir terapi;

penutupan kedokteran nuklir terapi;

komisioning fasilitas produksi radioisotop;

operasi fasilitas prc,duksi radioisotop;

penutupan fasilitas prcduksi radioisotop;

tapak fasiliras perrgelolaan limbah radioaktif;

25) komisioning...
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25) komisioning fasilitas
radioaktif;

pengelolaan limbah

26]'

27)

operasi fasilitas pengelolaan limbah radioaktif;

penutupan fasilitas pengelolaan limbah
radioaktif;

b) pemanfaatan bahan nuklir tertentu yang meiiputi
permohonan izin:

1) penelitian dan pengembangan;

2) penambangan bahan galian nuklir;

3) pembuatan;

4) produksi;

5) pengalihan; dan

6) penggunaan pada:

(a) reaktor daya;

(b) reaktor nondaya; dan

(c) produksi radioisotop;

c) pemanfaatan sumber radiasi pengion kelompok B
tertentu yang meliputi peimohonan ' izin
penyimpa nan zat radioaktif;

2. pembangurSl, pengoperasian, dan dekomisioning
instalasi nuklir tertentu yang meliputi permohonan:

a) izin tapak;

b) izin komisioning;

c) izin operasi;

d) perpanjangan izin operasi;

e) izin operasi gabungan;

0 perpanjangan izin operasi gabungan; dan

g) izin dekomisioning;

penerbitan ketetapan yang terkait dengan perizinan dan
keselamatan pengangkutan zat radioakilf teitentu, meriputi
permohonan:

1' pernyataan pembebasan, kecuali untuk kegiatan
penggunaan $an/atau penelitian dan pengembLg"r,
kedokteran nu.klir diagnoitik in vivo d;; d;"[tian medik
klinik dengan kamera gamma;

2. persetujuarr ...
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2. persetujuan modifikasi struktur, sistem, dan komponen
instalasi nuklir;

3. persetujuan peningkatan daya dengan perubahan sistem,
struktur, dan_ komponen reaktor nuklir (upgrading) d,art
peningkatan daya tanpa perubahan sistcm,'struktii, dan
komponen reaktor nuklir-1up ratingl; d,an

4. sertifikat persetujuan desain:

a) zat radioaktif; dan

b) bungkusan zat radioaktif;

penyelenggaraan ujian bagi personil yang akan bekerja
sebagai petugas tertentu p.a. instalasi nuk"lir dan instalasi
yang memanfaatkan sumber radiasi pengion untuk
memperoleh Surat Izin Bekerja; dan

d pelatihan penyegaran
bekerja pada instalasi
pengion.

bagi petugas proteksi radiasi yang
yang menranfaatkan sumber radiasi

Biayl transportasi dan akomodasi sebagaimana dimaksud pacla
ayat (1) dibebankan kepada wajib bayar.

(3)

seluruh Penerimaan Negara Bukan pajak sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 wajib disetor langsung secepatnya kJ xas Negara.

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pacia tanggal ciiundangkan.

Pada saat Peraturan pemerintah ini mulai berlaku, peraturan
Pemerintah Nomor 134 Tahun 2000 tentang iarif Atas penerinraan

Negara Bukan Pajak yang Berraku pada B"adan pengawas Tenaga
Nuklir (Lembaran Negara Ripublik Indonesia tafrun 2OO:O Nomor 239,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4o4t)
sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah Nomor 4g
Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan pemerintah Ntrrnor
134 Tahun 2000-tentang Tarif Atas pencrimaan Negara Bukan pajak
yang Berlaku pad? Bldy pengawas Tenaga Nukrir (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun z6or Nomor' 72, Tambahan Lemtraran
Negara Republik Indonesia Nomor 4103) dicabut dan dinyatakan tidat.
berlaku.

Agar



PRESIDEN
REPUBL]K INDONESIA

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan
Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Maret 2OO9

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 Maret 2OO9

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2OO9 NOMOR 56

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRE.TAzuAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan
Perekonomian dan Industrir1

U)

*
4 $ NUGROHO

r; i{i



'rl

-

PR ESID E N
REPUBLII( INDONESIA

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 27 TAHIJN 2OO9

TENTANG

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUIGN PAJAK YANG

BERLAKU PADA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

I. UNIUM

Dalarn 
. 
rangka mengoptimalkan penerimaan Negara Bukan pajak guna

menunjang pembangunan nasional, Penerima^., tl.g.ra Bukan niiat lada
Badan Pengawas Tenaga Nuklir sebagai salah satu sumber penerimaan
negara perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk peningkatan pelayanan
kepacia masyarakat.

Pengaturan mengenai Penerirrraan Negara Bukan Pajak yang berlaku paoa
Badan Pengawas Tenaga Nuklir sebeh:mnya ditetapkan-derigan peraturan

Pemerintah Nomor 134 Tahun 2OOO tentang Tarif atas Jenis penerirr:aan

Negara Bukan nljak yang berlaku pada giaan Pengavras Tenaga Ntrklir
sebagaimana telah diubah d,engan Piraturan Pemerintah Nomor 4g Ta.hun
2O9l tentang Perubahan AtaJ Peraturan Pemerintah Nomor 134 Tahun
2000 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan. pajak yang berlaku
pada Badan Pengawas 'Tenaga Nuklir. Namun dengan- bellakunya
Peraturan Pemerintah Nomoi 29 Tahun 2oo8 teritang perizinan
Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion dan Bahan Nuktrl peraturan

Pemerintah Nomor 33 Tahun 20.97_Ientang Keselamatan Radiasi pengion

dan Keamanan Sumber Radioaktil Peraturln Pemerintah Nomor 48 Tahun

?909 tentang Perizinan Reaktor Nuklir, dan Peraturan pemerintah Nomor
26 Tahun 2002 tentang Keselama_tan pengangkutan Zat Racri."[ilr. ;;;i;
mengatur dan menetapkan kembali penerima.r, N"g.ra Bukan p^:.r.'r;;;
berlaku pada Baclan Pengawas Tenaga Nuklir melalui peraturan
remertntah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I
Cukup jelas.

Pasd,l 2 ...
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Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cuhrp jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAI.I NEGARA REPUBLIK INDONESI.A NOMOR +ggg


